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Generative Al telah menjadi salah satu perkembangan teknologi yang paling
banyak diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena implikasinya
terhadap lapangan kerja. Sebagian akademisi berpendapat bahwa Generative Al
mengancam untuk menggantikan semakin banyak pekerjaan kreatif (Marella et al.,
2025), sementara yang lain berpendapat bahwa perubahan teknologi secara historis
telah menggeser sebagian bentuk pekerjaan sekaligus menciptakan peluang baru
(Acemoglu & Restrepo, 2018). Meskipun kedua pandangan ini bertolak belakang,
keduanya sama-sama memperlakukan Al sebagai sumber utama ketidakamanan
pekerja. Di Indonesia secara khusus, sebuah survei tahun 2025 menemukan bahwa 61%
masyarakat sudah menganggap sektor kreatif, seni, dan hiburan sebagai yang paling
berisiko terkena dampak Al, dengan profesional film dan media dipandang sebagai
yang paling terdampak (Kumparan, 2025).

Namun, penelitian mengenai tenaga kerja kreatif menunjukkan bahwa
ketidakamanan kerja telah ada jauh sebelum Generative Al muncul. Morgan et al.
(2013) menunjukkan bahwa pekerja kreatif muda di Western Sydney telah menerima
pekerjaan yang tidak stabil sebagai hal yang lumrah dalam karier kreatif, sebuah
kondisi yang terkait dengan konsep flexploitation dari Bourdieu (1998), yaitu ketika
pekerja dituntut untuk tetap fleksibel dan menerima kondisi kerja yang tidak aman.
Dalam konteks ini, Bourdieu (1998) berargumen bahwa ketidakamanan kerja
merupakan salah satu bentuk dominasi. Ketika pekerja takut kehilangan pekerjaannya,
mereka cenderung tidak akan melawan kondisi kerja yang buruk atau bertindak secara
kolektif. Akibatnya, prekaritas menjadi bagian normal dari kehidupan kerja, bukan lagi
dipandang sebagai masalah pribadi.
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Pola-pola Ini juga tercermin dalam industri kreatif Indonesia. Berdasarkan
wawancara dengan enam belas pekerja kreatif di Jakarta, Bandung, dan Surabaya,
|zzati et al. (2021) menemukan bahwa kontrak kerja tidak tetap, kerja lembur tanpa
bayaran, dan perlindungan sosial yang terbatas telah menjadi ciri melekat dari
pekerjaan kreatif bahkan sebelum Al memasuki proses produksi sehari-hari.
Kerangka berbasis tugas (task-based framework) dari Acemoglu dan Restrepo
(2018) membantu menjelaskan proses ini di mana otomatisasi menggantikan tugas-
tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh pekerja, sementara tugas baru atau
peningkatan produktivitas jarang mampu mengimbangi hilangnya lapangan kerja
tersebut. Acemoglu dan Restrepo menyebut teknologi semacam ini sebagai
teknologi "so-so": cukup baik untuk menggantikan pekerja, tetapi tidak menciptakan
cukup permintaan baru di tempat lain. Generative Al sering kali sesuali dengan
deskripsi ini, menggantikan tugas kreatif rutin, terutama di tempat pekerja memiliki
daya tawar yang terbatas (Brynjolfsson et al., 2023). Secara global, hampir 30%
tugas di industri kreatif (termasuk animasi) dinilai sangat mungkin diotomatisasi, dan
lebih dari 40% posisi animasi tingkat pemula kini mensyaratkan kemampuan Al

(Bouchrika, 2026).

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan:
bagaimana Generative Al mendistribusikan ulang nilai dalam industri kreatif
Indonesia, dan apa artinya bagi daya tawar animator? Untuk menjawab pertanyaan
ini, kajian ini menggunakan dua konsep dari Power Resources Theory (Silver, 2003;
|zzati et al., 2021): kekuatan struktural (structural power), yaitu daya tawar yang
dimiliki pekerja karena peran mereka dalam proses produksi, dan kekuatan
asosiasional (associational power), yaitu kemampuan mereka untuk berorganisasi
melalui serikat atau organisasi profesi. Kerangka ini menunjukkan baik apakah
pekerja kehilangan daya tawar maupun di titik mana mereka kehilangannya.
Beberapa kasus menunjukkan melemahnya kekuatan struktural seiring Al
menggantikan tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh animator. Kasus lain
menunjukkan lemahnya kekuatan asosiasional karena pekerja kreatif tidak memiliki
organisasi yang dapat mengubah kritik publik menjadi aksi kolektif. Dari sudut
pandang ini, prekaritas tidak hanya menyangkut pekerjaan yang tidak aman, tetapi
Jjuga keseimbangan kekuasaan antara pekerja, perusahaan, dan teknologi.
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Adopsi Generative Al juga menyoroti sisi lain dari kerja digital, yaitu moderasi
konten, anotasi data, dan pekerjaan crowdsourcing yang dilakukan dengan upah
rendah dan perlindungan terbatas (lzzati et al., 2021; Diaz et al., 2022). Alih-alih
menciptakan bentuk pekerjaan baru, Generative Al justru bergantung pada kerja
tersembunyi Ini, yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilainya dibangun di atas
kerja yang sering kali tidak terlihat. Power Resources Theory juga menjelaskan
bagaimana daya tawar pekerja berubah, tetapi tidak menjelaskan bagaimana nilai yang
diciptakan Al didistribusikan. Acemoglu dan Restrepo (2018) berargumen bahwa
otomatisasi mengurangi porsi pendapatan tenaga kerja, tidak sekadar menggantikan
pekerjaan, yang menunjukkan bahwa seiring adopsi Generative Al dalam produksi
kreatif, nilai dapat berpindah dari pekerja ke klien, platform, agensi kreatif, dan negara.
Masih sedikit penelitian yang mengkaji daya tawar dan distribusi nilai secara
bersamaan, dan studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui kasus-kasus
adopsi Al dalam iklan komersial, pengadaan negara, kampanye politik, dan kerja data
tersembunyi di balik sistem-sistem tersebut.
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN J :

© Adopsi Al dan Tergesernya Tenaga Kerja

Setiap kasus di bawah ini dikaji melalui pertanyaan ekonomi politik: siapa yang
meraih nilai yang diciptakan oleh Generative Al, dan siapa yang kehilangan kekuatan
untuk menegosiasikannya. Sebelum Al, daya tawar animator bergantung pada
keterampilan khusus dalam sistem flexploitation yang sudah rentan (Morgan et al.,
2013). Berdasarkan fakta bahwa Generative Al lebih banyak menggantikan
ketimbang mendukung berbagai tugas kreatif, keunggulan tersebut kian melemah
dari hari ke hari. Seniman digital lokal semakin sering mendapati karya mereka
direplikasi, sementara peran mereka bergeser dari produsen kreatif menjadi
pengawas berupah rendah atas konten hasil Al. Dari perspektif Power Resources
Theory, hal ini mencerminkan hilangnya kekuatan struktural karena pekerjaan itu
sendiri sedang menghilang.

Dinamika ini terlihat dalam iklan yang diproduksi oleh perusahaan seperti KFC
dan Indomie menggunakan Generative Al. Begitu publik menyadari bahwa
kampanye tersebut tidak melibatkan animator, aktor, dan editor manusia, kritik
publik pun bermunculan. Kerangka berbasis tugas dari Acemoglu dan Restrepo
(2018) menyebut ini sebagai "teknologi so-so": Al mampu menggantikan tugas
kreatif yang ada, tetapi tidak menciptakan cukup pekerjaan baru untuk
mengimbangi kerugian tersebut. Akibatnya, merek-merek berhasil menekan biaya
produksi (Chui et al., 2023), sementara pendapatan yang sebelumnya diterima oleh
animator, aktor, editor, bahkan agensi kreatif, kini beralih ke pihak lain.
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ALIH-ALIH MENDAPAT PUJIAN, IKLAN TERSEBUT
MALAH MENDAPAT KOMENTAR YANG KONTRA

lklan KFC. lklan Indomie
Sumber: @agxr-_xxx di TikTok (2025). Sumber: Suara.com / Suaradotcom (2023).

Komentar Para Warganet

| =

apa susahnya anjir tinggal syuting & ini realistis bgt si, baru 2th

2025-410 Reply @ O 6101 CP pengembangannya ud sepesat ini apalgi 5-6
th kedepan, jd ga sebayang

2025-5-27 Reply (:) 12 g]

View 2 replies v

View 27 replies v

walau ai tapi menventuh,&

ARG Baply e s baru awal aja Udah begini..apalagi nanti nih
B setelah ada perkembangan?..apa ga makin
Menyentuh apaan.. ga ada feelnya ky banyak orang nganggur tuh ()

robot gt &3 &2 2025-5-27 Reply Q324 &P
5-1  Reply (A5 &P View 16 replies v

Warganet mempertanyakan mengapa talenta asli tidak dilibatkan, sembari mengkhawatirkan Al
yang akan semakin menggantikan pekerjaan manusia di masa depan.

Sumber: Kolom komentar @qxr-_xxx di TikTok (2025).
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Selain korporasi komersial, lembaga negara juga turut mengadopsi
Generative Al. Pada 1 Juni 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
menggunakan Generative Al untuk mendesain visual Garuda Pancasila pada

unggahan Hari Lahir Pancasila di di akun Instagram-nya (@brin_indonesia), tetapi
gambar tersebut mengandung kesalahan yang memicu kritik publik dan dinilai

melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Media Indonesia, 2026). BRIN kemudian
menghapus unggahan tersebut, mengeluarkan koreksi, dan meminta maaf. Kasus ini menunjukkan

negara bertindak sekaligus sebagai klien dan pengadopsi Al: dengan menggantikan pekerjaan
yang seharusnya dilakukan oleh seorang desainer, BRIN menekan biaya produksi, sementara
konsekuensi reputasinya ditanggung oleh lembaga tersebut maupun pekerja kreatif. Dari
perspektif Power Resources Theory, fakta bahwa respons yang muncul hanya berupa kritik di
media sosial, tanpa adanya saluran formal bagi desainer untuk menggugat keputusan tersebut,
menunjukkan bahwa kekuatan asosiasional di sektor kreatif tetap lemah, sekalipun pekerja terus
kehilangan kekuatan struktural. Dalam kasus ini, kritik publik muncul dari kerumunan daring yang
anonim dan tersebar, bukan dari pemangku kepentingan yang jelas identitasnya, yang oleh
Karunakaran et al. (2022) disebut sebagai crowd-based accountability. Akun Instagram resmi
BRIN merespons dengan permintaan maaf dan mengoreksi unggahannya, tetapi tidak ada
perubahan pada posisi tawar animator.

INDONESIA

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

1Juni 2026

Pancasila Pemersatu Bangsa
SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA g9

1 Juni 2026 andasi Perd an Dunia

FoRCOs 0 Femarsotu Bongso

s 1] Lhumst

Sebelum I Sesudah

* Diduga dibuat dengan Al * Diganti dengan foto ash
* Helal bulu sayap: 15 dan 16 lambang Garuda yang
 Helal bulu ekor: 7 ada di1 gedung

« Lambang pohon dan kepala
banteng tidak sempurna

lustrasi(Dok M)

Unggahan BRIN sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) dikritik habis-
habisan oleh warganet karena kesalahan tersebut.
Sumber: Media Indonesia (2026).
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Respons Publik

Pastinya brint melakukan publikasi setelah melalui disposisi dan rekomendasi mulai dari low s.d top manager,
artinya sudah melalui saringan, karena ini skala nasional dan dunia, sebaiknya lakukan pemeriksaan internal atas
hal tsb. Bila meremehkan hal tsb akan ada potensi kesalahan yg lebih besar dan masif dilakukan oknum brint
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Warganet menuntut adanya pemeriksaan internal.
Sumber: Kolom komentar berita CNN Indonesia (2026).

T .—6‘”

Badan riset nasional, tapl postingan gak W,
riset dulu@® o

Ayo adik-adik belajar lagi tentang lambang ¥,
negara dan tugas serta tupoksinya biar gak 308

o oo
= AN

malu2in & @

Repl
i Reply

View 12 more replies _ _
View 2 more replies

Warganet membanjiri unggahan revisi Instagram BRIN dengan komentar-komentar sarkastis.
Sumber: Kolom komentar unggahan Instagram @brin_indonesia (2026).

I - e

Badan Riset tp pakia Al, salah lagi bikin ¥, Ada undang?2 nya ini negara hukum harus W,
gambarnya mana risetnyaa kok angger 17 dihukum sesual undang?2 dipenjara 1 tahun

posting ae @ negoro gaji wong2 ngene iki [ denda minimal 100.000.000 bukan hanya
dengan kata maaf gampang amat!

Reply See translation Reply

Warganet mengkritik penggunaan Al yang ceroboh dan menuntut sanksi.
Sumber: Kolom komentar unggahan Instagram @brin_indonesia (2026).



MENINGKATNYA KECEMASAN PUBLIK

TERHADAP KREATOR LOKAL

Pada 17 Februari 2025, akun Instagram Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi),
Meutya Hafid, mengunggah video kampanye hasil Al untuk program Makan Bergizi
Gratis (MBG) (Tempo, 2025). Video tersebut menuai kritik publik karena menggunakan
Generative Al alih-alih menggandeng animator lokal, dengan penonton juga menyoroti
kesalahan seperti gerakan karakter yang tidak wajar dan sulih suara hasil Al. Kreator
lokal berargumen bahwa Indonesia sudah memiliki banyak animator berbakat dan
mempertanyakan mengapa lembaga publik memilih Al ketimbang tenaga kreatif lokal
(Suara.com, 2025). Dari kacamata Power Resources Theory, kasus ini sekali lagi
menunjukkan negara bertindak lebih sebagai pelaku pasar ketimbang regulator.
Dengan memproduksi materi kampanye secara internal menggunakan Generative Al
alih-alih mempekerjakan animator lokal, negara mengalihkan belanja publik dari pekerja
kreatif yang seharusnya justru didukungnya. Sama seperti kasus BRIN, animator tidak
memiliki badan profesi atau saluran formal untuk menggugat keputusan tersebut,
sehingga kritik di media sosial menjadi satu-satunya bentuk respons. Perilaku ini
mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara pemerintah mengelola layanan
publik dengan mengadopsi praktik yang lebih lazim dikaitkan dengan sektor swasta
(Hood, 1991). Dalam kasus ini, Komdigi memperlakukan animasi sebagai sekadar tugas
yang harus diselesalkan, bukan sebagal pasar tenaga kerja domestik yang perlu
didukung.

r!

Video kampanye hasil Al untuk program MBG.
Sumber: Salah satu akun figur publik (2025).
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Respons Publik

I 5
semengHEMAT ANGGARAN itukah sampai Y,

tidak bisa menghire animator?

Warganet mempertanyakan anggaran untuk mempekerjakan animator lokal.
Sumber: Kolom komentar unggahan Instagram @meutya_hafid (2025).

I /5w

sekelas mentri/kementrian aja product O

campaignnya pake Al, jangan berharap 5189
iIndustri animasi/kreatif bisa maju. '
Pemerintah/Kementrian aja gak mendukung

=

I 75\

pekerja kreatif udah gausah berharap O
banyak di era pemerintahan ini. menteri 1046
digitalnya aja pake Al begini '

Warganet menyampaikan kecemasan atas masa depan animator.
Sumber: Kolom komentar unggahan Instagram @meutya_hafid (2025).

Selain itu, kekhawatiran publik juga muncul selama pemilihan presiden Indonesia 2024,
ketika kampanye Prabowo—Gibran kerap menggunakan video hasil Al. Menurut Nurhasanah
et al. (2025), penggambaran para kandidat sebagai anak-anak animasi memunculkan
persoalan etika dan mencerminkan bagaimana Al semakin banyak digunakan dalam
kampanye politik. Studi tersebut juga berargumen bahwa adopsi Al yang lebih luas dapat
mengurangi permintaan terhadap pekerja kreatif, termasuk animator lokal. Kasus-kasus ini
menunjukkan bahwa perdebatan seputar Generative Al tidak hanya menyangkut lapangan
kerja, karena aktor politik dan komersial semakin memperlakukan animasi sebagai sekadar

tugas yang dapat digantikan oleh Al, sehingga mengurangi daya tawar animator.
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PUPUK & BENIH SRATIS|
BAGI PETANI

Sumber: Akun TikTok ICW/ @icw.antikorupsi (2026).
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Al SEBAGAI PENCURIAN GAYA

Animator juga melaporkan bahwa semakin banyak peran yang terancam, dengan
Dieky dari Dipadira Studios menyebut bahwa pekerjaan produksi, manajemen, dan
animasi kian terdampak (CNBC Indonesia, 2026). Seniman juga telah menggalang
perlawanan terhadap bentuk eksploitasi lain, di mana Goetze (2024) berargumen
bahwa model generatif dilatih menggunakan jutaan karya seni yang diambil tanpa izin
atau kompensasi, memperlakukan kerja kreatif sebagai bahan mentah, bukan karya
yang dilindungi hak cipta. Hal ini beriringan dengan bentuk kerja digital tak kasatmata
yang telah disinggung sebelumnya (lzzati et al., 2021)—anotasi data, pelabelan, dan
moderasi konten—yang menjadi proses penyempurnaan platform-platform tersebut.
Kedua bentuk kerja ini sama-sama menciptakan nilai yang membuat Generative Al
dapat digunakan, namun keduanya tetap tidak dibayar dan sebagian besar luput dari

perhatian publik yang kemudian menikmati hasilnya.

Hal ini juga memunculkan persoalan hukum: dapatkah seniman menuntut
kompensasi apabila karya mereka digunakan untuk melatih Generative Al tanpa
persetujuan mereka? Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014) melindungi karya yang diciptakan oleh manusia, tetapi belum secara

Jelas mengatur konten hasil Al maupun penggunaan karya berhak cipta sebagai data

pelatihan Al (Setiawan, Fuad dan Suartini, 2026). Revisi atas undang-undang tersebut,
yang telah disetujui oleh Badan Legislasi DPR Rl pada Maret 2026 dan dibuka untuk
konsultasi publik pada Mei 2026, akan mengakui karya berbantuan Al dan

meningkatkan transparansi royalti, tetapi belum juga disahkan (Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, 2026). Akibatnya, hingga kini belum ada dasar hukum yang jelas
bagli seniman untuk menuntut kompensasi ketika karya mereka digunakan untuk

melatih Generative Al.
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Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai Generative Al, sehingga
negara ini masih berada dalam wilayah abu-abu regulasi, sementara pemerintah terus
menyusun kebijakan yang ditujukan untuk melindungi pekerja serta mendukung
seniman dan animator (BRIN, 2025). Akibatnya, manfaat Al terdistribusi tanpa aturan
yang jelas. Hal ini mencerminkan argumen Acemoglu dan Restrepo (2018) bahwa
perubahan teknologi memunculkan pertanyaan tentang siapa yang meraih nilai yang
diciptakannya. Dalam praktiknya, klien dan lembaga sering kali menikmati biaya yang
lebih rendah, sementara animator menanggung daya tawar yang lebih lemah. Negara
pun belum menentukan bagaimana manfaat ini seharusnya dibagi. Di sisi lain, UNESCO
memperkirakan bahwa konten hasil Al dapat mengurangi pendapatan kreator musik
hingga 24% dan pekerja audiovisual hingga 21%, sementara respons kebijakan belum

mampu mengimbanginya (UN News, 2026).
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terhadap Tenaga Kerja, dan Respons Pekerja

_
e Kasus Perbandingan Global: Tata Kelola Al, Dampak ' .

Korea Selatan menghadirkan kasus yang kontras,

" o N

v
di mana Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and l

Establishment of a Foundation for Trustworthiness (Al Basic Act) yang mulai berlaku
pada 22 Januari 2026. Undang-undang ini mewajibkan penyedia Generative Al untuk
memberi label pada konten yang sulit dibedakan dari karya buatan manusia,
menggunakan penanda yang terlihat atau metode yang dapat dibaca mesin seperti
watermark. Undang-undang ini juga mewajibkan operator Al berdampak tinggi untuk
memberi tahu penggunanya terlebih dahulu (Future of Privacy Forum, 2025).
Kementerian Sains dan TIK Korea Selatan dapat memeriksa catatan bisnis dan
menerbitkan perintah korektif, dan telah mengisyaratkan bahwa operator, termasuk xAl,
dapat didenda hingga KRW 30 juta karena gagal memberi label pada konten hasil Al
(Stimson Center, 2026). Diterapkan pada kasus-kasus di Indonesia, kontras ini
memberikan pelajaran penting karena adanya dasar hukum yang dapat ditegakkan.
Berbeda dengan kritik yang diarahkan pada BRIN atau Komdigi, publik dan pekerja di
Korea Selatan dapat merujuk pada kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab
negara untuk ditegakkan. Hal ini memang belum menyelesaikan persoalan siapa yang
meraih nilai yang dihasilkan Al, karena pelabelan hanya menyasar transparansi, bukan
kompensasi. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kekuatan asosiasional
yang terlihat pada kasus-kasus di Indonesia juga mencerminkan tidak adanya landasan

regulasi yang dapat diandalkan oleh pekerja kreatif.

& ~nLD ax_ >

T AL
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Dinamika serupa terlihat dalam industri gim video di Tiongkok, di mana ilustrator
lepas Amber Yu sebelumnya memperoleh antara 3.000 hingga 7.000 yuan (sekitar USD
430-1.000) untuk setiap poster promosi yang ia buat. Perusahaan gim yang dilengkapi
generator gambar Al kini dapat membuat ilustrasi serupa hanya dalam hitungan detik,
dan semakin sering hanya mempekerjakan ilustrator untuk revisi kecil dengan bayaran

sekitar sepersepuluh dari tarif semula (Zhou, 2024; Dupré, 2023). Di salah satu studio di

’

¥
WS

Chongqing, lima dari lima belas ilustrator karakter dirumahkan dalam waktu

setahun, sementara staf yang tersisa memperkirakan bahwa kini dua

orang dapat menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya

membutuhkan sepuluh orang (Zhou, 2024). Sama seperti kasus-
kasus di Indonesia, pergeseran ini mencerminkan tergerusnya

kekuatan struktural. Keterampilan ilustrator tetap berharga, namun

posisi tawar mereka melemah begitu Generative Al mampu

mendekati kualitas hasil kerja mereka dengan biaya yang jauh lebih murah.

Anime pendek Netflix Jepang berjudul The Dog & the Boy menggambarkan pola
serupa, yang menggunakan Generative Al untuk menghasilkan gambar latar film
tersebut. Netflix menyebut keputusan ini sebagai respons atas kelangkaan tenaga kerja
di industri anime. Namun, animator dan kritikus berargumen bahwa penjelasan ini
menutupi strategi penekanan biaya. Industri ini menghasilkan pendapatan sekitar USD
18,4 miliar pada 2021, namun animator in-between tingkat pemula dilaporkan hanya
memperoleh sekitar USD 200 per bulan. Film Ini juga hanya mencantumkan kredit
gambar latar hasil Al sebagai "Al (+Human)" (Cole, 2024). Kasus ini menunjukkan
bagaimana perusahaan dapat membingkai adopsi Al sebagai respons atas kelangkaan
tenaga kerja, padahal motivasi utamanya adalah menekan biaya produksi. Pembingkaian
semacam ini mendukung argumen studi ini bahwa kendali atas narasi seputar adopsi Al

Iitu sendiri merupakan bentuk kekuasaan atas pekerja kreatif.
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The Dog and the Boy (Netflix, 2023).
Sumber: IMDb (2023).

Amerika Serikat merespons dengan cara yang berbeda, di mana aksi mogok Writers
Guild of America (WGA) dan SAG-AFTRA pada 2023 sebagian dipicu oleh kekhawatiran
bahwa studio dapat menggunakan Al yang dilatih dari karya-karya penulis sebelumnya
untuk menghasilkan draf naskah, sehingga penulis hanya bertugas menyunting hasil Al
(Kompas, 2023; CNN Indonesia, 2023). Berbeda dengan kasus-kasus di Indonesia, di
mana animator tidak memiliki mekanisme formal untuk menggugat adopsi Al, WGA
berhasil memperoleh perlindungan kontraktual yang membatasi penggunaan materi hasil
Al dan melarang penggunaan karya penulis untuk melatih Al tanpa persetujuan. Jika
dilihat dari sudut pandang Power Resources Theory, perbedaan utamanya terletak pada
kekuatan asosiasional. Penulis yang terorganisasi dalam serikat mampu mengubah
kekhawatiran bersama menjadi perjanjian perundingan kolektif, sementara pekerja

kreatif Indonesia belum mampu melakukan hal serupa.

Aksi mogok besar-besaran di Hollywood oleh SAG-AFTRA yang mendukung WGA.
Sumber: The Week (2023).
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Berbagai kasus ini menunjukkan bahwa animator Indonesia tidak

sedang menghadapi persoalan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan
menjadi bagian dari apa yang disebut Standing (2011) sebagai
precariat, yaitu kelompok yang tidak memiliki pekerjaan stabil,
representasi kolektif, maupun pendapatan yang dapat diprediksi.
Wright (2016), di sisi lain, berargumen bahwa precariat belum menjadi
kelas "bagi dirinya sendiri” karena anggotanya belum memiliki identitas

atau organisasi politik yang sama. Temuan dalam studi ini mendukung

argumen tersebut. Di sektor periklanan, pengadaan negara, maupun
kampanye politik, animator dengan mudah digantikan, kurang terwakili, dan hanya

mengandalkan tekanan publik informal, bukan perundingan yang terorganisasi.

Berbagai kasus ini juga menunjukkan bagaimana Generative Al mengubah pihak
yang diuntungkan dari kerja kreatif. Baik penggunanya adalah perusahaan, lembaga
pemerintah, maupun kampanye politik, proses yang sama terus berulang: tugas yang
dahulu dikerjakan oleh animator kini digantikan oleh alat Generative Al. Klien
menghemat biaya, sementara animator kehilangan pekerjaan dan hanya memiliki sedikit
ruang untuk bernegosiasi. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran para seniman bahwa
kecepatan Al dalam menghasilkan karya dapat menurunkan nilai ekonomi dari
penciptaan karya seni (VOA Indonesia, 2023). Kerangka berbasis tugas membantu
menjelaskan mengapa hal ini terjadi, sementara Power Resources Theory menjelaskan
mengapa animator kesulitan untuk merespons. Tanpa serikat atau organisasi profesi,
mereka terutama hanya mengandalkan media sosial untuk melawan. Kasus-kasus
perbandingan menunjukkan bahwa dampak Generative Al bergantung pada teknologi,
organisasi pekerja, dan regulasi pemerintah. Indonesia belum memiliki dua hal yang
terakhir, sehingga pekerja kreatif memiliki daya tawar yang terbatas atas bagaimana
manfaat Al dibagikan. Selama Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai
penggunaan Generative Al, pergeseran ini akan terus berlanjut, menyisakan pertanyaan
yang sama: di tangan siapa, dan kekuasaan siapa, yang akan membentuk masa depan

tenaga kerja kreatif Indonesia?
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